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bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2),
Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2),
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
tentang ljin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi
Kristen (SMPTK);

bahwa berdasarkan hasil penilaian (evaluasi) data Sekolah Menengah
Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Ugem Kabupaten Yahukimo Provinsi
Papua dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin
penyelenggaraan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan  huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan [jin
Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK)
Ugem Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4769);

Peraturan Pemerintah Nemor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;



